KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
LEMBAGA :
TRANSMIGRASI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BUDI ARIE SETIADI
2. Jabatan : WAKIL MENTERI
3. NHK . 680734
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 62.746.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.507.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.100.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 94.52 m2/103.63 m2 di KAB / KOTA
KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

5.  Tanah Seluas 21695 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp.
11.281.400.000

6. Tanah Seluas 23730 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp.
12.339.600.000

7. Tanah Seluas 15720 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp.
8.174.400.000

8. Tanah Seluas 3425 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp.
1.781.000.000

9. Tanah Seluas 31445 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp.
16.351.400.000

10. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
162.000.000
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11. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN
Rp. 1.250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 869.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V RU5 1.8 RS Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 390.000.000
2.  MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HADIAH Rp. 219.000.000

3. MOBIL, VW SCIROCO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

260.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.300.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 24.500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.603.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 101.018.800.000
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 101.018.800.000
Catatan:

2

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT KERJA . STAF KHUSUS
I. DATA PRIBADI
1. Nama . NEZAR PATRIA
2. Jabatan : STAF KHUSUS 4
3. NHK : 781331
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.191.000.000

1. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.265.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000

3. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000

4. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL
SENDIRI Rp. 61.000.000

5. Tanah Seluas 363 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

250.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp. 2.980.650.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.449.124.981
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 10.870.774.981
lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 10.870.774.981
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2022

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : Mochamad Hadiyana
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA
3. NHK 422240
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

1. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.089.960.000

3. Tanah Seluas 141 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 91.428.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 127.900.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 638.033.000

6. Bangunan Seluas 30.36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 456.685.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 12 E CVT CKD Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 145.000.000

2. MOBIL, SUZUKI XL7 MIINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
219.000.000

3. MOBIL, SUZUKI BALENO MIINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 257.900.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

2.554.006.000

621.900.000

650.910.640
89.263.500
195.374.934
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F. HARTA LAINNYA Rp. 167.000.000

Sub Total Rp. 4.278.455.074

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.278.455.074
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : STAF AHLI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDODO MUKTIYO
2. Jabatan : STAF AHLI MENTERI BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
3. NHK 218965
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.108.269.000

1. Tanah Seluas 1860 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp.
66.960.000

2. Tanah Seluas 1790 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp.
66.960.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/42 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 35.129.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 783 m2/110 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 147.414.000

5. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA ,
WARISAN Rp. 30.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 930 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 108.750.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/350 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

8. Tanah Seluas 1493 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 126.198.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 1062 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 130.950.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 45.100.000

11. Tanah Seluas 1497 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 126.198.000

12. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
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Rp. 57.600.000

13. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 30.720.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 366.430.000

15. Tanah Seluas 1717 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 63.360.000

16. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA ,
WARISAN Rp. 30.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/42 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 22.020.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/40 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 41.246.000

19. Tanah Seluas 235 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 37.600.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 1152 m2/50 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 191.148.000

21. Tanah Seluas 411 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 99.486.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 753.950.000

1. MOTOR, SUZUKI GP SEPEDA MOTOR Tahun 1981, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000

2.  MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000

3. MOTOR, HONDA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

4. MOTOR, SUZUKI TORNADO SEPEDA MOTOR Tahun 2000,
HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000

5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 182.000.000

6. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000

7. MOBIL, TOYOTA CAMRY MOBIL SEDAN Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 172.000.000

8. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

9. MOBIL, MITSHUBISHI OUTLANDER MOBIL SPORT Tahun 2017,
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HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000

10. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

140.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 761.220.112
D. SURAT BERHARGA Rp. 190.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.334.843.799
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 6.148.282.911
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.148.282.911
Catatan:

s

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
LEMBAGA :
KEBUDAYAAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
UNIT KERJA :
DAN MODERASI BERAGAMA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WIJAYA KUSUMAWARDHANA
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPUTI
3. NHK : 250838
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.270.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.760.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000
1. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2006,
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 422.240.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 159.826.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.937.066.000
. HUTANG Rp. 52
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.937.066.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MIRA TAYYIBA
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 415747
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 958.210.000

1. Tanah Seluas 618 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.

958.210.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.100.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.010.801.009
F. HARTA LAINNYA Rp. ==t
Sub Total Rp. 5.024.111.009
. HUTANG Rp. -=--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 5.024.111.009
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG © EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
UNIT KERJA :
INFORMATIKA
. DATA PRIBADI
1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
3. NHK : 151279
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 16.972.416.000

1. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL
SENDIRI Rp. 796.416.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 673 m2/345 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.622.185.000

3. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 215.565.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/616 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.410.400.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/350 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/303 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 5.419.120.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/350 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.948.730.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 791.204.500

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
57.375.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 2.025.000
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3. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 3.321.000

4. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 68.850.000

5.  MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
117.841.500

6. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

541.792.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 961.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 1.987.950.094
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.116.973.804
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 43.830.044.398
. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 43.830.044.398
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
UNIT KERJA
INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WAYAN TONI SUPRIYANTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 143263
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.641.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000

2. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 959.000.000

3. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 894.000.000

4. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.240.000.000

5.  Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

6. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000

7. Tanah Seluas 9600 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU HILINE JEEP Tahun 1991, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.500.000

3. MOTOR, KAWASAKI SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
77.000.000
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C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 192.202.465

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.087.626.802

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.583.158.897

F. HARTA LAINNYA Rp. 592.375.029

Sub Total Rp. 12.286.863.193

. HUTANG Rp. -t

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 12.286.863.193
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
3. NHK : 436163
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 16.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/385 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1908 m2/905 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 6.100.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.872.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE 450 AMG Tahun 2022, HASIL

SENDIRI Rp. 1.872.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 210.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.980.202.731

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.708.100.000

Sub Total Rp. 23.270.302.731

. HUTANG Rp. 1.123.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 22.147.102.731
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
I. DATA PRIBADI
1. Nama : USMAN KANSONG
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 896753
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

2. Tanah Seluas 6208 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. =53

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 294.658.886

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 4.744.658.886

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.744.658.886
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARY BUDIARTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 163340
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

3. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

4. Bangunan Seluas 19.8 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 626.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

2. MOTOR, HONDA 125 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

3.  MOBIL, DAIHATSU ROCKY TURBO ROCKY TURBO 1000 CC
Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

4. MOBIL, TOYOTA RAISE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

5. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. 300.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 568.180.256

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 4.509.180.256

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.509.180.256
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ARIEF TRI HARDIYANTO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
3. NHK : 56422
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.411.845.000

1. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 80.109.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 24.640.000

3. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 372.556.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/138 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

6. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 24.240.000

7. Tanah Seluas 687 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 75.648.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 171.222.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/300 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.343.430.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m2/31 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 735.000.000
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B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.050.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

157.050.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 169.078.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 200.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.432.378.876
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 9.370.351.876
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 9.370.351.876
Catatan:

s

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



